BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

JImam Bonjol Nomar 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail - bawaslukab pasaman@amall com

Nomor 512 /PM.00.02/K.SB-06/09/2024 Lubuk Sikaping, 14 September 2024

Sifat . Penting
Lampiran Do.
Perihal . Imbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikapin

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermnur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Umum; dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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B. Imbauan

am rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada

e ati dan Wakil Bupati Pasaman maka Bawaslu Kabupaten

Tahapan Pencalonan Bup
Pasaman menyampaikan hal-

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah P_enggantl Updang-Unqang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undéng-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang berbunyi : (2) Calon Gubemnur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s.
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

hal sebagai berikut:

2. Memperhatikan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
berstatus sebagai Bupati, Anggota DPRD terpilih dan Mempedomani ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 angka 2 huruf 0,q,
dan r dan 4 huruf ¢ dan d, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 32 ayat 1 dan ayat 3;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman
mengimbau KPU Kabupaten Pasaman untuk memastikan dokumen persyaratan Bakal
Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman memperhatikan poin 1 dan 2 diatas

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang
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2 BAWASLU

:‘; 3 * BADAN PENGAWAS PEMILINHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

JIimam Bonjol Nomor 80 Pauah Lubuk Sikaping

E-mail - bawaslukab pasaman@gmail. com
Nomor 512 /PM.00.02/K.SB-06/09/2024 Lubuk Sikaping, 14 September 2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal Imbauan
Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilih dalam Pemilihan Umum; dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada
Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman maka Bawaslu Kabupaten
Pasaman menyampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang berbunyi : (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s.
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

2. Memperhatikan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
berstatus sebagai Bupati, Anggota DPRD terpilih dan Aparatur Sipil Negara
Mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
Pasal 14 angka 2 huruf o0,q, dan r dan 4 huruf c dan d, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 32
ayat 1 dan ayat 3;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman
mengimbau KPU Kabupaten Pasaman untuk memastikan dokumen persyaratan Bakal
Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman memperhatikan poin 1 dan 2 diatas

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DTNk

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang
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